BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan
pada bab sebelumnya, maka dari penelitian mengenai ‘“Harmonisasi

Ketentuan Nasional Dengan Ketentuan Hukum Adat Mengenai

Perkawinan Adat Pada Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum

Terhadap Hak Anak”, peneliti dapat mengajukan kesimpulan penelitian

sebagai berikut:

1. Politik hukum perkawinan adat pada anak didasarkan pada pengakuan
dan penghormatan akan masyarakat adat beserta dengan hak-hak
tradisionalnya, dalam hal ini adalah hak untuk melangsungkan
perkawinan menurut hukum adatnya masing-masing, sebagaimana
tercantum di dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat
(1) Undang-Undang Perkawinan. Politik hukum perkawinan adat pada
anak juga berbeda dengan politik hukum perkawinan yang diatur di
dalam Undang-Undang Perkawinan, karena arahan hukum dari
perkawinan menurut hukum adat sendiri adalah untuk menjaga
eksistensi dari generasi masyarakat adat dan mempertahankan
hubungan kekerabatan, keagamaan, serta meneruskan generasi dari

kelompok masyarakat adatnya, sehingga tidak menekankan pada
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tujuan untuk perlindungan terhadap hak anak. Hal ini juga mengingat
tidak adanya batas usia minimal perkawinan di dalam perkawinan
menurut hukum adat karena yang digunakan adalah ukuran
kedewasaan atau masa pubertas sebagaimana diatur dalam Pasal 56
Ayat (3) Awig-Awig Desa Pakraman Kesiman yang merupakan hukum
adat di Bali. Hal ini berbeda dengan arahan hukum perkawinan yang
ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana untuk melindungi
hak perempuan dan hak anak, yang salah satunya terlihat dengan
adanya penetapan batas usia perkawinan dan perubahannya yaitu
menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai guna mencegah
terjadinya perkawinan anak.

Ketidakharmonisan antara kriteria anak dan batasan usia atau
kedewasaan perkawinan dalam ketentuan Hukum Nasional dan Hukum
Adat menyebabkan masih terjadi praktek perkawinan anak, khususnya
dalam masyarakat hukum adat, mengingat tidak diatur batas usia
minimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu,
harmonisasi terhadap ketentuan batas usia perkawinan menurut
Undang-Undang Perkawinan, yang ada di dalam Pasal 7 Ayat (1)
dengan usia perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hal yang
penting untuk dilakukan. Harmonisasi dilakukan tidak hanya dengan
tujuan menyelaraskan kaidah hukum terkait batas usia perkawinan di

dalam kedua sistem hukum perkawinan (legal substance), tetapi juga
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untuk meningkatkan penegakan perlindungan hukum terhadap anak
melalui lembaga dan sarana prasarana (legal structure), serta
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (legal culture) akan
pentingnya pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak.
Keselarasan dalam legal substance, legal structure, dan legal culture
dibutuhkan agar perlindungan anak yang telah diamanatkan di dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UUD 1945,
Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak,
Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi

Manusia dapat terlaksana secara maksimal.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, maka peneliti dapat mengajukan beberapa yang diharapkan dapat
bermanfaat untuk seluruh pihak sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah, dalam hal ini pejabat pembuat
peraturan perundang-undangan, untuk dapat menciptakan harmonisasi
ketentuan mengenai batas usia perkawinan di dalam hukum nasional
dengan hukum adat, yang dapat direalisasikan dengan membuat
peraturan daerah yang dapat secara khusus mengatur perkawinan
menurut hukum adat, khususnya aturan suatu batasan usia perkawinan

atau usia kedewasaan, yang sesuai dan selaras dengan hak tradisional
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masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum terhadap hak anak.
Dengan membentuk suatu peraturan daerah sebagaimana dimaksud,
diharapkan peraturan tersebut dapat diadopsi ke dalam peraturan
kepala desa yang kemudian dapat disosialisasikan kepada para pemuka
adat dan masyarakat hukum adat di daerah-daerah. Hal ini dengan
harapan agar ketentuan batas usia dapat diadopsi ke dalam hukum adat,
khususnya hukum perkawinan adat. Dengan demikian, dapat menekan
angka perkawinan anak. Selain itu, diharapkan juga bahwa peraturan
daerah tersebut dapat menegaskan kembali pengakuan masyarakat adat
untuk melakukan perkawinan menurut hukum adatnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Disarankan kepada pemerintah, untuk dapat melakukan sosialisasi
prinsip-prinsip perlindungan anak kepada masyarakat adat dengan
harapan prinsip-prinsip perlindungan tersebut dapat diadopsi ke dalam
peraturan hukum adat yang berlaku di kelompok-kelompok masyarakat
adat, khususnya pengaturan dalam hal perkawinan anak.

. Disarankan kepada masyarakat, untuk dapat ikut berpartisipasi
meningkatkan perlindungan terhadap anak, dengan memperhatikan
empat prinsip dasar dari perlindungan anak yaitu prinsip non-
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap
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pendapat anak, sebagaimana telah diatur di dalam Keppres No. 36
Tahun 1990 dan telah diadopsi ke dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak.

Disarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat meneliti lebih
lanjut mengenai kesesuaian ketentuan hukum adat lainnya yang di luar
batas usia perkawinan, dalam hal perkawinan, dengan ketentuan-

ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.
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